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TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a . bahwa dalam rangka optimalisasi peran mukim dalam 
pelaksanaan tugas Pemerintahan Mukim perlu diberikan Dana 
Tambahan Bantuan Operasional kepada Mukim yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh; 

b. bahwa untuk memberikan dana tambahan sebagaimana ( 
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pemberian 
dana tambahan Bantuan Operasional Mukim yang bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Tambahan Bantuan 
Operasional Mukim yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Aceh; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indo~esia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan LembararrNegara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Ketj_ua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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Menetapkan 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nom01· 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlt· dcngan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor 6 
Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indone1:1ia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintuhan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndone1:1ia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); ~ 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Qanun Aceh Nomor I Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusslam 
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara pemilihan 
dan pemberhentian lmum Mukim di Aceh (Lembaran Aceh 
Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 25); 

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Penataan Mukim Di Aceh (Berita Daerah Aceh 
Tahun 2019 Nomor 93); 

13. Peratutan Gubemur Aceh Nomor 15 tahun 2022 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Aceh 
Tahun 2022 Nomor 15). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA ACEH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukurn yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
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sesuia dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
dipimpin oleh seorang Gubemur. 

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi 
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan 
kewenangan masing-masing. 

3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat 
dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh. 

4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 
5. DPMG Aceh adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Gampong Aceh di Provinsi Aceh. ~ 
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan 

Pemberdayan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian 
Penduduk dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Aceh 
Barat Daya. 

7. Jnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya. 
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian 

Penduduk dan Pemberdayan Perempuan yang selanjutnya 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayan Perempuan 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah 
kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang 
mempunya batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum 
Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah 
dan bertanggungjawab kepada camat. 

10. Pemerintahan Mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin 
oleh Imum Mukim dengan membawahi beberapa gampong 
yang berada di bawah camat. 

11. Imum Mukim atau nama Iain yang selanjutnya disebut Imum 
Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya 
disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Pemerintah Aceh. 

13. Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Mukim yang 
selanjutnya disingkat BOP Mukim adalah pendanaan 
tambahan yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan 
Operasional Mukim. 

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
pemberian BOP mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja aceh bagi Mukim. 
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Pcr'aturun 13uputl Inf bcrtujwm untuk mcnlngkatkan peran Mukim 
cfolurn peluk111.maar1 tugo.u pcmcrintahan Mukim dalam rangka 
rnemperecpat pornlJ;mgunun. 

BAB Ill 
RUANO LINOKUP 

Panal 4 

Ruang Hngl<up durl pcrot:urun Bupati ini meliputi : 
a. pcnggunasin BOP Mukirn; 
b. mckanismc pengajuan dan pcnyaluran; 
c. rnckanlsmc pclaporan dan pcrtanggungjawahan; dan 
d. monitoring dan cvaluar;i. 

BABIV 
PENGGUNAAN DANA BOP MUKIM 

Pasal 5 

(1) Penggunaan BOP Mukim digunakan untuk membiayai Kegiatan 
Operasional Mukim dalam mcnjalankan tugas dan fungsinya. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipcrtanggungjawabkan sesuai ketentuan pcraturan perundang­
undangan. 

BAB V 
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN 

Pasal 6 

(1) Kepala Dinas menyampaikan usulan Penyaluran BOP Mukim 
kepada Gubernur Aceh melalui Kepala DPMG Aceh setiap akhir 
Triwulan dengan melampirkan dokumen: 
a. Daftar penerima BOP mukim dan kwitansi; 
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan tambahan BOP 

Mukim triwulan sebelumnya; 
(2) DPMP4 mengajukan SPM disertai daftar penerima kepada BPKK 

untuk diterbitkan SP2D. 

BAB VI 
MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

Pasal 7 

(1) DPMP4 agar melaksanakan penatausahaan dan 
pertanggungjawaban BOP Mukim dari Pemerintah Aceh sesuai 
dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(2) DPMP4 bertanggungjawab penuh terhadap BOP Mukim. 
(3) DPMP4 wajib menyampaikan laporan realisasi terhadap BOP 

Mukim yang telah direviu oleh lnspektorat kepada Gubemur 
melalui SKPA yang,membidangi. 
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BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasnl 8 

(l) DPi\tN melnkuknn Monit01ing dnn Evnlunsi ntns BOP Mukim. 
(2) DP1\IP4 me.mbt'-.ntuk Tim Monitoring dnn Evalunsi ntns 

pelaksnnnnn kegiatnn. p~rtanggunginwnbnn dan pelnpornn BOP 
Mukim dalam rnngkn pencnpnian tnrget dnn snsnrnn progmm 
dan kegiatan ynng telnh ditetnpknn. 

(3) Hasil Monitoring dnn Evaluasi sebngnimnnn dimnksud pndn nynt 
(2) disampniknn kepndn Bupnti dengnn tcmbusnn kepRdn 
lnspektorat. 

BAB\ 111 
KETENTUAN PENUTUP 

Pnsnl 9 

Pernturan Bupati ini mulni be.rlaku padn tanggnl diundt=mgknn. 

Agar setiap orang me.ngetnhuinyn. meme.iintnhknn pengundnngnn 
Peraturnn Bupati ini dengan penempatannya dnlnm Beritn Dncmh 
Kabupaten Ac-eh Bnrnt Daya. 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal &Q ~u~{.y- 2022 1\1 

2. (; j U\l\M.{£ ~ 14 ·H H 

~ SEKRETARJS DAERAH / 
( KABUP.-\TEN ACEH BARAT DAYA. 

SA~ARISI 

Ditetapknn di Blangpidie 
pnda. tanggnl t;? .DLUfM(;;,q- 2022 M 

.t{jULt\"1(.tE.., ~1444 H 

;Pj. BUPATl ACEH BARAT DAYA.6"\ 

-wr~ 
DARMANSAH 

BERJTA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DA't A TAHUN 2022 NOfv10R37 
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